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LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA - GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PT. BPR SANGGABUANA AGUNG
TAHUN 2020

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi
kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor
4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK Nomor 24/SEQJK.03/2020 tentang Perubahan
atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan
Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk
melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang
baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai pokok
yang tertuang dalam Good Corporate Governance (GCG)

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan
semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR yang mengakibatkan peningkatan eksposur
risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih
penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang

dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code
of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, BPR wajib melaksanakan
kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu
Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

#_
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

BPR merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak. Definisi BPR tersebut di ataé dapat diambil sebuah kesimpulan
bahwa BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat
kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dananya pada BPR tersebut.

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya dan
kompleksitas kegiatan usaha BPR yang semakin meningkat seiring perkembangan
teknologi informasi dan perkembangan jenis produk/jasa keuangan sehingga
memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan
dihadapi oleh BPR, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi sumber daya manusia

yang dimiliki oleh BPR dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan
usaha.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, BPR
wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG) antara lain adalah Keterbukaan
(Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility),
Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness), hal ini sebagaimana
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015
Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata
Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
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B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Prinsip-Prinsip
Good Corporate Governance (GCG) adalah :

ST@ "o a0 oo

. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi:

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
Penanganan Benturan Kepentingan;

Penerapan Fungsi Kepatuhan;

Penerapan Fungsi Audit Internal;

Penerapan Fungsi Audit Eksternal:

Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK):

Rencana Bisnis BPR (RB-BPR);

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR
Sanggabuana Agung adalah :

a.

Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan Tata Kelola dalam segala kegiatan
BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR.

. Menjaga agar kegiatan operasional BPR mematuhi peraturan internal dan eksternal

Bank serta perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada
Stakeholders.

Memperbaiki budaya kerja BPR.
Mengelola sumber daya BPR secara efektif dan efisien.

f. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha BPR.
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BAB 2
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Pelaksaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan hasil Self Assessment
meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
a) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi sampai dengan akhir 2020 belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan :
1) Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang serta Direksi berjumlah 2 (dua)
orang.

2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan susunan sebagai
berikut :
» Komisaris Utama : -
» Komisaris : Poniman, SE

(Masa Jabatan: 28-03-2018 s.d 28-03-2023)

Komisaris Utama atas nama Drs. Hadi Mualim mengundurkan diri pada
tanggal 28 Februari 2020 dan mulai Maret 2020 sampai dengan akhir tahun
2020 BPR belum memiliki pengganti Komisaris Utama.

Dewan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan susunan sebagai

berikut :
» Direktur Utama . Aripin Wijaya, SH

(Masa Jabatan: 28-03-2018 s.d 28-03-2023)
» Direktur : Stefanus Anung Nugroho Jati, SE

(Masa Jabatan: 28-03-2018 s.d 28-03-2023)

3) Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus sepenuhnya lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

4) Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga
yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5) Terdapat anggota Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri memiliki saham
pada suatu Perusahaan lain.

6) Terdapat anggota Direksi secara sendiri-sendiri memiliki saham pada suatu
Perusahaan lain.
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7) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi persyaratan berupa
Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dengan gambaran sebagai
berikut :

» Semua Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Integritas paling
kurang mencakup :

v" Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan
dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak
pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu
dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan:

v" Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

v" Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank
yang sehat;

v' Tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) di bidang
Perbankan.

» Semua Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kompetensi

paling kurang mencakup :

v" Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan
dengan jabatannya;

v" Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang
keuangan; dan.

v" Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka
pengembangan BPR yang sehat.

» Semua Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Reputasi
Keuangan paling kurang mencakup :
v" Tidak memiliki kredit macet:

v Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan
Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan

dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
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b) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

’

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan
Direksi dalam melaksanakan operasional BPR serta memberikan
masukan/nasehat kepada Direksi.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara
independen.

Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Realisasi Rencana
Bisnis BPR.

Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata
Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.

Dewan Komisaris memperoleh hasil Audit Internal untuk membantu
pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.

Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti
hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, Audit Eksternal
(Akuntan Publik) dan pengawas otoritas lainnya.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam
hal penyediaan dana kecuali kepada pihak terkait, memberikan
persetujuan sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris terutama
yang berkaitan dengan penyimpangan dalam operasional dan kredit
serta hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau
peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

T

>

Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan
untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan
tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun
keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap
anggota Direksi.
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Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Pejabat Eksekutif

Struktur keanggotaan keahlian dan independensi Pejabat Eksekutif.
a) Pejabat Eksekutif Audit Internal :

1)

2)

3)

4)

Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama.

Audit Interrnal berasal dari karyawan BPR Sanggabuana Agung yang
diposisikan secara Independen.

Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

PE. Audit Internal melaksanakan Audit terhadap penyelenggaraan
Teknologi Informasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
untuk tahun 2020. Audit T tersebut antara lain pemeriksaan Aplikasi Inti
Perbankan, Pemeriksaan Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung jawab
Direksi, Pemeriksaan Pelaksaan Wewenang dan Tanggung Jawab
Komisaris dan Pemeriksaan Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung
Jawab Satuan Kerja Teknologi Informasi.

b) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT :

1)

2)

3)

4)

Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT diketahui oleh Komisaris
Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang
membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT merupakan
Karyawan BPR Sanggabuana Agung yang diposisikan secara Independen.
Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko telah membuat profil risiko kredit BPR
dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada semester 2
tahun 2020.
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Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi Audit Internal

1)

2)

3)

4)

5)

Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh PE. Audit Internal
yang bertujuan memberikan koreksi dan rekomendasi serta tindak lanjut
atas temuan dalam operasional BPR.

Dalam melakukan pemeriksaan Audit Internal berpedoman pada SPO Audit
Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan
dan laporan Audit Tahunan serta Audit Khusus apabila diminta oleh
Direktur Utama.

Audit Internal telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur
Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Audit Internal telah melaksanakan proses Audit yang telah direncanakan
secara efektif dan efisien.

Fungsi Audit Eksternal

1)

BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) yaitu Kantor Akuntan Publik Freddy Loing untuk
melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen untuk laporan
keuangan tahun buku 2020.

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal.

a) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

1)

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara
berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan
manajemen risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan
Komisaris dapat dibantu dengan data dari laporan Audit Internal dan PE.
Manajemen Risiko.

b) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.

1) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang

memerlukan persetujuan SK Direksi.
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2) Direksi memutuskan Kebijakan dan Prosedur melalui SK Direksi.

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana
Besar (Related Party) atau BPMK
a) BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.
b) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
diputuskan oleh Komite Kredit.

c) BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) kepada OJK.

d) Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2020
sebagai berikut :

. Jumlah
po Penyediaan Dana Debitur | Nominal (Rp)
1 | Kepada Pihak Terkait 2 | Rp. 12.916.665
Kepada Debitur Inti ; |
2 | a. Individu ' 25 Rp. 6.630.859.162 |
[ b. Grup - -

7. Rencana Strategis Bank

a) Rencana Jangka Pendek tahun 2020

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis

di
1)
2)

3)
4)

tahun 2020.
Melakukan penyaluran kredit secara selektif hingga akhir tahun 2020:
Melakukan penagihan intensif kepada debitur yang menunggak sehingga
dapat menurunkan rasio NPL BPR:
Melakukan penagihan untuk kredit yang telah dihapusbuku: dan
Memperbaiki kualitas kredit dengan melakukan langkah-langkah
penyelamatan kredit.

b) Rencana Jangka Menengah tahun 2020

1) Meningkatkan informasi mengenai BPR Sanggabuana Agung dan
berbagai produk yang ditawarkan dengan memanfaatkan sosial media
sebagai basis media informasi;

2) Meningkatkan sistem informasi dan teknologi yang ada guna mendukung

perkembangan teknologi yang terus berkembang;
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3) Peningkatan kompetensi karyawan dengan mengikuti

pendidikan atau sertifikasi secara berkala.

pelatihan,

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

a) BPR telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila
nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.

b) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

c) Laporan Tahunan BPR tahun 2020 sudah selesai dan telah diterima oleh BPR
Sanggabuana Agung dari Audit Eksternal yaitu KAP Freddy Loing serta
selanjutnya masih dalam proses upload untuk diinformasikan dihalaman
website resmi BPR Sanggabuana Agung (www.bprsha.co.id).

d) BPR telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi secara tepat waktu.

9. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Anggota Komisaris yaitu Poniman, SE memiliki jabatan pada Lembaga Keuangan ;
Bukan Bank & Perusahaan lainnya serta Direksi PT. BPR Sanggabuana Agung
yaitu Stefanus Anung Nugroho Jati, SE tidak memiliki saham pada BPR namun
memiliki saham pada Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya
dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan BPR | Jabatan Jabatan Pemegang Bidan
Nama Sanggabuana BPR Perusahaan Saham BPR/ Us ahg
Agung Lain Lain Perusahaan Lain
Poniman, SE Komisaris Direktur Utama | 1. PT. Idaman Bengkel
Megah Geely
2. PT. Idaman
Bersatu
Aripin Wijaya, SH | Direktur Utama = - - -
Stefanus Anung | Direktur Pemegang | PT. Indo Swarna Teknologi |
Nugroho Jati Saham Nusantara Informasi |
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10. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi

a) Hubungan Keuangan

1) Komisaris PT. BPR Sanggabuana Agung tidak memiliki hubungan
keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.

2)

3)

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sanggabuana Agung merupakan
komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham.
Seluruh anggota Direksi PT. BPR Sanggabuana Agung tidak memiliki
hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan,
atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali BPR.
b) Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Sanggabuana Agung tidak memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan
NAMA JABATAN Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP _
Ya | Tdk | Ya | Tdk |[Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk
Komisaris
Utama
Poniman, SE | Komisaris N v v v v vV
e}
Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan
NAMA JABATAN Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP
Ya | Tdk | Ya | Tdk [Ya [ Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya Tdk
Aripin Wijaya, SH | Direktur N N v v v Vv
Utama
Stefanus Anung | Direktur N v N v v v
LEugroho Jati [

11. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan

Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya,

antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2020, sedangkan




e ———————————————————————————

S R R

x:g} PT. BPR SANGGABUANA AGUNG
\>P ,.\,} JI. Kertabumi No. 38 — Karawang

27 (0267) 402186/402006

tidak terdapat fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya
termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya)
selama tahun 2020, terlihat pada tabel berikut ini :

| Jumilah Diterima dalam 1 Tahun

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris Direksi
Orang Nominal Oran Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji
dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem 2 Rp 37 Juta 2 Rp 312 Juta
dll)

Fasilitas lain dalam bentuk natura / non
natura (fas. tidak tetap lainnya al, 2 A 2
perumahan, transportasi, asuransi

kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi

dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai
berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) ‘Ij;::e.l:::: K‘;;T;:':i -

Di atas Rp 2 milyar - -
Di atas Rp 1 milyar s.d 2 milyar - -
Di atas Rp 500 juta s.d 1 milyar - -
| Rp 500 juta ke bawah 2 Orang 2 Orang

12. Share Option
Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi
dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran
opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR dan yang telah diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Anggaran Dasar BPR.

13. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1:1.6x
b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1:1,4x
c) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1: 1,4x

14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
a) Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan
Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam
SPO Tata Kelola/GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi

dan Tata Tertib Dewan Komisaris.
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B. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate

Governance.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola/GCG PT. BPR
Sanggabuana Agung periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai Komposit GCG sebesar 1.45 dengan Predikat Cukup Baik.

b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

[ No Aspek yang Dinilai Bobot | Rata-Rata Nilai
1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris 20.00% 1.21 0.24
"2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 15.00% 1.76 0.26
3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 00.00% 0 0.00
4 | Penanganan Benturan Kepentingan 10.00% 2.00 0.20
5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank ' | 10.00% 1.60 0.16
|
6 | Penerapan Fungsi Audit Intern 10.00% 1.85 0.19
7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern 0.00% 1.00 0.03
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian |
8 10.00% 0.00 0.00
Intern
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan
9 7.50% 1.40 0.11
Debitur Besar (Large Eksposure)
Transparansi KondisiKeuangan dan Non Keuangan Bank,
10 7.50% 1.73 0.13
Laporan GCG dan laporan Internal

11 | Rencana Strategis Bank 10.00% 1.90 0.14 4‘
Nilai Komposit 100.00% 1.45
Prediksi Komposit Cukup Baik |

L |

c. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

1. Dengan disusunnya SPO Tata Kelola/GCG PT. BPR Sanggabuana Agung, Tata
Kelola BPR berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Dewan
Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
efektif.

3. Fungsi Kepatuhan BPR, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit Eksternal dijalankan

dan dipenuhi oleh BPR agar sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola.

d A VIV e v e e e R R W W W
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Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance
PT. BPR Sanggabuana Agung tahun buku 31 Desember 2020.
Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Karawang, 30 April 2021
PT. BPR SANGGABUANA AGUNG

Poniman, SE
Komisaris
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SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PENERAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2020
PT. BPR SANGGABUANA AGUNG

Haopen Bobot Rata- Nilai
No Aspek Yang Dinilai (a) Rata (b) | (a) x (b) Catatan
Pelaksanaan Tugas Jumlah, Komposisi dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan
1 dan Tanggungjawab 20.00% 1.21 0.24 tugas dan tanggung jawab Direksi belum memenuhi prinsip-
Direksi prinsip GCG.
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung
Pelaksanaan Tugas jawabnya belum sesuai dengan prinsip Tata Kelola terlihat dari
2 dan Tanggungjawab 15.00% 1.76 0.26 kekosongan posisi Komisaris Utama, sehingga pelaksanaan
Dewan Komisaris rapat Dewan Komisaris menjadi tidak sesuai dengan prinsip Tata
Kelola.
Kelengkapan dan
0 0.00 BPR Sanggabuana Agung termasuk dalam Bobot B dan belum
3 Pelaksanaan Tugas 00.00% : . o -
; termasuk BPR yang memiliki modal inti > 80 miliar
Komite
BPR menangani benturan kepentingan terhadap sewa gendung
" Penanganan Benturan 10.00% | 2.00 0.20 | kantor pusat dan pengadaan aplikasi inti BPR.
Kepentingan
. Penerapan fungsi kepatuhan di BPR telah dilaksanakan oleh
Penerapan Fungsi 1.60 0.16 . . o
5 10.00% C : Pejabat Eksekutif Kepatuhan. BPR telah memiliki Direktur yang
Kepatuhan Bank .
membawahkan fungsi kepatuhan.
Penerapan fungsi audit intern telah sesuai dengan SPO Audit
6 Penerapan Fungsi 10.00% 185 019 Internal BPR.
Audit Intern
" Penerapan Fungsi 2.56% 1.00 0.03 BPR telah menunjuk dan menerapkan audit eksternal dari Kantor
Audit Ekstern Akuntan Publik untuk tahun 2020.
Penerapan Fungsi BPR secara bertahap melakukan penerapan manajemen risiko
” Manajemen Risiko 10.00% 0.00 0.00 dalam kegiatan operasional BPR.
dan Pengendalian
Intern
Batas Maksimum
9 . . 7.50% 1.40 0.11 Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK di BPR.
Pemberian Kredit
__ 173 013 | BPR telah menyusun dan melaporkan Rencana Bisnis BPR |
10 Rencana Bisnis BPR 7.50% : #
kepada QOJK.
Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan
Transparansi Kondisi dipublikasik & " R HIRAK. Vi
ipublikasikan secara transparan kepada pihak-pi
1 Keuangan dan Non 7.50% 1.90 0.14 P i p : A p =y
ditetapkan, dan BPR telah menyampaikan informasi keuangan
Keuangan Bank . g ;
tersebut melalui halaman website BPR (www.bprsba.co.id)
Nilai Komposit 100.00% 1.45 Cukup Baik
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Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR
Nama BPR PT. BPR SANGGABUANA AGUNG
1. Ke No. Kel. i W -
Alamat BPR J rtabumi No. 38 Karawang Kulon Kec. Karawang Barat
Posisi Laporan Desember, 2020
Modal Inti BPR Rp7.012.836.176
Total Aset BPR Rp18.715.255.080
Bobot BPR B
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Kelola (8): 50%

~ Kriteria/Indikator sB | B |cB[ks [ 1B Keterangan
_ o = 2 = % 3 ;

Pelak: Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM: BPR telah memenuhi ketentuan jumlah Direksi
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50 Milyar yang
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktir terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Yang
vang membawahkan fungsi kepatuhan. Membawahkan Fungsi Kepatuhan
BPR dengan modal intl kurang dari Rp50 3 v
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direkiur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) [Seluruh  anggota Direksi bertempat  tinggal di Anggota Direksi bertempat tinggal di Kab. Karawang
kota/kabupaten vang sama, atau kotafkabupaten vang dan Kota Bekasi
berbeda pada provinsi yang sama, atan kota/kabupaten
di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan| V
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

3) |Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan
Perusahaan Non Bank danfatau lembaga lain (partail o pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga
politik atau organisasi kemasyarakatan). lain

4) |Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan| V dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota
Komisaris. Dewan Komisaris

5) |Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan Anggota Direksi tidak menggunakan penasihat
dan/atan penyedia jasa profesional sebagal konsultan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek vang sebagai konsultan
bersifat khusus vang dari sisi karakteristik proveknya
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung
jawab, produk vang dihasilkan, dan jangks waktu| V
pekerjaan, serta  biayva; dan  perorangan danfatan
penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek vang bersifat khusus
dimaksud,

6) |Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS  termasuk dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. ¥ ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa

Jjabatannya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axlibx2|cx3|dx4|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 6 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan &
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.60
{5): 6 )
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,50
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) |Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyva
secara independen dan tidak memberikan kuasa umum secara independen
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan| Y
wewenang tanpa batas,

8) |Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari PE. Audit
dari Pejabat Eksekutifl yang ditunjuk sebagai auditor Internal, Audit Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas
intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas v Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9) |Direksi menyediakan data dan informasi vang lengkap, Direksi telah menyediakan data dan informasi yang
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan| lengkap kepada Dewan Komisaris
Komisaris.

10} {Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat Pengambilan keputusan rapat Direksi yvang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, strategis telah dilakukan berdasarkan musyvawarah
suara terbanvak dalam hal tidak tercapai musyvawarah mufakat.
mufakat, atan sesual ketentuan yang berlaka dengan| V
mencantumkan  dissenting  opinion  jika  terdapat
perbedaan pendapat.

11) |Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Seluruh anggota Direksi tidak menggunakan BPR untuk
pribadi, keluarga, dan/atan pihak lain yang dapat| kepentingan pribadi, keluarga dan/atan pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi| v
dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

12) |Anggota Direksi membudayvakan pembelajaran secara Seluruh anggota Direksi telah membudayakan
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan pembelajaran secara berkelanjutan termasuk aktif dalam
teritang perbankan dan perkembangan terkini terkait forum PERBARINDO dalam rangka peningkatan
bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan terkini terkait bidang keuangan yvang mendukung
atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan v pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan tingkatan atau jenjang organisasi
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

13) |Anggota Direksi mampi mengimplementasikan Seluruh anggota Direksi telah menerapkan prinsip kehati-
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas hatian mengenai ketentuan perbankan sesuai dengan Tata
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas v Kelola vang baik
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

14) |Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tatal Seluruh anggoata Direksi telah melaksanakan pedoman
tertib  kerja  anggota  Direksi  yvang paling sedikit dan tata tertib kerja anggota Direksi
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan -
rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axllbx2jex3|dxd|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 6 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanvaan
(8): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%
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Pelal Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola [H)
15) |Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Seluruh anggota Direksi mempertanggungjawablkan
kepada pemegang saham melalui RUPS. v pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui
RUPS
16) |Dircksi mengkomunikasikan kepada seluruh  pegawail Ya sudah dilakukan melalui rapat bulanan dengan seluruh)
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.| pegawai
17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan Hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik oleh
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkaparn seluruh anggota Direksi
secara jelas dissenting opinions vang terjadi dalam rapat Vi
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18) |Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan Tercapainya Rencana Bisnis tahun 2020 menjadi tolak
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam ukur peningkatan kinerja BFR
pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan| v
vang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil scsuai
ekspektasi stakeholders.
19) |Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, pada OJK dan Website BPR
dan 1 (satu) kantor media atan majalah ekonomi dan| Y
kenangan sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axllbx2|cx3|dx4|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 '2 5 6 G
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanvaan| 16
8): 5 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.16
Eelola (8): 10% ¥
Penjumlahan 8 + P+ H 1,21
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 0.24
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung J:

b Dewan K is

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S}

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

Sampai dengan akhir tabun 2020 belum ada pengganti
Komisaris Utama

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

Jumlah anggota Dewan Komisaris belum terpenuhi

3)

Selurnh  anggota Dewan Komisaris telah lulus  Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan
anggota Dewan Komisaris, RUPS vang menetapkan
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

anggota Dewan Komisaris an. Poniman, SE telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS

4

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi vang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain vang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

1 [satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di
Kota Bekasi

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80,000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% {lima puluh persen) dari jumilah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
RpS50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 ({delapan puluh
milyar rupiahj, paling sedikit salu anggota Dewan
Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Modal inti BPR kurang dari Rp. 50 Milyar

6)

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerjn

7)

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan schagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnva, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPFRS dan/atau Bank Umuni.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota

8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau
Direksi.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubung

9

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
danfatau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang sahamn
pengendali atan  hubungan  lain yang  dapat
mempengarubi kemampuannya  untuk  bertindak
independen.

BFR tidak memiliki Komisaris Independen karena modal int

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

bx2

cx3d

dx4

eX5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

10

Total nilai untuk seluruh S8kala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 9

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (8): 50%
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Kriteria/Indikator

' Skala Penerapan

SB

Keterangan

2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung J:

b Dewan Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
|memberikan nasihat  kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kehati-hatian.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada
Direksi

11

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis BPR.

Dewan Komisaris BPR telah mengaralikan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR

12)

Dewan HWomisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana
diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum
pemberian kredit BPR dan hal-hal lain vang ditetapkan
dalam  peraturan  perundangan  dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris BPR tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR

13)

Dewan Komisaris  memastikan — bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atan hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta
Direksi untuk menyvampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya.

14)

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris BPR telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan melaksanakan rapat pada
tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali,

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat  strategis  telah  dilakukan  berdasarkan
musyawarah mufakat atan suara terbanvak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan  yang berlaku  dengan  mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat,

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yvang
bersifat strategis hanya dilakukan oleh 1 (satu) anggota
Dewan Komisaris

16)

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,
serta tidak mengambil dan/atan menerima keuntungan
pribadi dari BPE, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
vang ditetapkan RUPS,

Dewan Komisaris BPR tidak memanfaatkan BPE untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan/atan pihak lain vang
merugikan atan mengurangi keuntungan BPR

17)

Anggota Dewan HKomisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
vang memeriukan rindak lanjut Direksi.

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi vang membawahkan fungsi kepatuhan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2lex3|dx4g

o

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

o

Total nilai untuk sehuruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8

1,38

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0,55

C. Hasil Penerapan Tata Kelola {H)

18}

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didekumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah didoloumentasikan
dengan baik

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2lcx3|dx4

cn

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 4] 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanvaan

(S): 1 1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (8): 10% '

Penjumlahan 8 + P+ H 1,76
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 0,26

U g G 4 Y S A

’




No ! Kriteria/Indikator 8B B |CB | KB | TB Keterangan
i : 1 2 3 1 5 ! :
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
3 |bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000 [dela; uluh milvar rupiah)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |BPR telah memiliki Komite Andit dan Komite Pemantau
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan,
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2({cx3|dx4|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 o] 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan 0.00
8): 1 Ry
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00
Kelola {8): 50% ¥
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern,
3) |Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.
4) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2jcx3|dx4|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
i} 0 o 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2]
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan :
: 0,00
(8): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrasttuktur Tata 0.00
Kelola (S): 40% .
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
5) |Komite memberikan rekomendasi terkait pencrapan audit
intern dan fingsi manajemen risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axllbx2]cx3|dx4|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 0 o o &
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan ;
: 0,00
81 *
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0:00
Kelola (8): 10% .
Penjumlaban S+ P+ H 0,00
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 0.00
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SB

Keterangan:

Penanganan Benturan Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR  memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
penyelesaian  mengenal  benturan  kepentingan  yang|
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

BPR telah memiliki SPO Pengaturan Benturan
kepentingan dan Tata Tertib Direksi & Dewan Komisaris

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cxad

dx4

exX3

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanvaan
8):1

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola {8): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutil tidak
mengambil  tindakan vyang dapat merugikan ataun
mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi
transaksi vang memiliki benturan kepentingan tersebut.

BPR telah mengatur benturan kepentingan dalam SPo
Pengaturan Benturan Kepentingan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx4

exXa

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

‘Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
8) 1

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3)

Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPRE atau
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

Selama Tahun 2020 BFR tidak memiliki kasus benturan
kepentingan yang dapat merugikan BPR

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cxd

d x4

exo

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
81

0,20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 10%

2,00

Penjumlahan 8 + P+ H

2,00

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4

0,20




No ‘Kriteria/Indikator SB | B |[CB| KB | TB Keterangan
A ; i ; i 1 12 3 4 5 :
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah}): tidak menangani penyaluran dana
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional

penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampt bekerja secara independen. ¥
BPR dengan modal inti kurang dari

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiahj:

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

tidak menangani penvaluran dana.

2) |Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahami  peraturan  Otoritas Jasa Keuangan dan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peratinan  perundang-undangan  lain yang  berkaitan v peraturan perundang-undangan lain vang berkaitan
dengan perbankan. dengan perbankan

3) |BPR dengan modal inti paling sedikit BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan  dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yvang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari|
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi  kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutil yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

4) |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Elsekutif vang Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan pengkinian
menangard  fungsi  kepatuhan menyusun  dan/atau terhadap Standar Prosedur Operasi (SPO) BPR
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur| Y
kepatuhan.

5) |BPR memiliki ketentuan intern mengenai  tugas, BPR telah mengatur ketentuan intern mengenai tugas,
|wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan  kerja wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksckutif
kepatuhan atau Pejabat Eksckutif yang menangani fungsi| Y Kepatuhan pada Standar Prosedur Operasi (SPO)
kepatuhan. Kepatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2lex3|dx4|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 2 A o 0

Total nilai untuk selurul Skala Penerapan

(53

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 5

1,20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktar Tata
Kelola (8): 530%

0,60
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Kriteria/Indikator

No| SB | B [ CB | KB | TB Keterangan

; " 1 2 |38 | 4 5 :

5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menetapkan langkah-langkah vang diperlukan uniuk bersama dengan Pejabat Eksckutifl Kepatuhan telah
memastikan BPR  telah memenuhi seluruh peraturan membuat kertas kerja kepatuhan yvang terdiri dari
Otoritas  Jasa Keuangan dan  peraturan  perundang- % pemenithan laporan-laporan kepada OJK dan/atau
undangan lain termasuk penvampaian laporan kepada otoritas lain serta telah melakukan review atas peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. QJK terkini

7)  |Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Anggota Direksi vang membawahkan fungsi kepatuhan
melakukan upaya untuk mendorong terciptanyva budaya bersama dengan Pejabat Eksekutif Kepatuhan telaly
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan v melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait apabila ada
pelatiban ketentuan terkini. pengkinian peraturan dari OJK danfatau otoritas lainnya

8) |Angpota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR  terbadap telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap
seluruh komitinen vang dibuat oleh BPR kepada Otoritas seluruh komitmen vang dibuat oleh BPR kepada CJK
Jasa  Keuangan termasuk  melakukan  tindakan
pencegahan  apabila  terdapat  kebijakan  dan/atan v
keputusan Direksi BPR vang menyvimpang dari ketentuan
Otoritas  Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan.

9)  |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang PE. Kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan,
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa selurih ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha vang
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan v peraturan perundang-undangan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.

10) [Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Bksekutil yang FE. Kepatuhan telah melakukan review dan/atan
menangani fungsi kepatuhan melakukan revin dan/atan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
merckomendasikan  pengkinian  dan  penvempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur vang
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang 7 dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan
dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas peraturan perundang-undangan
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|{cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4] 10 0 0 4]

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2.00
(8): 5 !
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (8): 40% 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11} |BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Pada tahun 2020 BPR mendapatkan sanksi karena telat
ketentuan. v pelaporan pengunduran diri Dewan Komisaris

12) |Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan
jawalh secara berkala kepada Dircktur Utama dengan tanggung jawab sccara berkala kepada Direktur Utama
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal angpgota 2 dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
Direksi vang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris,

13) |Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Apabila terjadi kebijakan atau keputusan Direksi yang
menyampaikan laporan khusus kepada Oloritas Jasa penyimpangan dari POJK dan/atau peraturan perundang-
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan undangan anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa - kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK
Keuangan danfatau peraturan perundang-undangan
lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl]bx2|cx3|dx4]|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 5 3 o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Ferhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

2 2,00
8): 3
Dikali dengan bobot Strukiur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola {8): 10% A
Penjumlahan 8 + P+ H 1,60
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 0.16




Kriteria/Indlkator

TB

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memilild SBatuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif vang bertanggung jawal
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

BPR telah memilild Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif vang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi andit intern telah memiliki
dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern
sesuai  peraturan perundang-undangan dan  telah
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Pejabat Eksekutif vang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan
mengkinikan pedoman kerja dan telah disetujui oleh
Direktur Utama dan Dewan Komisaris

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait
dengan penghimpunan dan penyaluran danaj.

Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap
satuan kerja operasional

4

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
Jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama

Jedddddddddd

8

3)

BPFR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
simber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit
intern.

BFR belum memiliki program rekrutmen dan
pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan
fungsi audit intern

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

EXD

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 5

1,60

Dikali dengan bobot Strukiur dan Infrastruktur Tata
Kelola (3): 50%

0,80

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh
BPR

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPFR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
murngkin dilakukan.

Modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50 milyar

8)

Pelaksanaan  fungsi  audit  intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen vang
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,

lanjut hasil audit,

pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak|

Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan secara memadai
dan independen

9)

BPR  melaksanakan peningkatan mutu  keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber dayva manusia secara berkala yang terkait dengan
penerapan fungsi audit intern

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

hx2

ex 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

15

‘Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

9

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 4

2,25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0,90

"




Kriterla/Indikator

~Skala Penerapan

©|8

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan  fungsi  audit  intern  telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan
laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama
dan Dewan Komisaris

11)

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan  khusus
{apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Reuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-
pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai dengan
ketentuan OJK

12)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPE menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak
ckstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50 milyar

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR  menvampaikan laporan pengangkatan
pemberhentian  Kepala SKAI kepada Otoritas
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

atau
Jasa

BPR dengan modal inti kurang
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR  menyampaikan Japoran pengangkatan  atau
pemberhentian  Pejabat  Eksekutif vang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi andit intern kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangarn.

dari

BPR menvampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawahb
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK
sesuai ketentuan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

hx2

cx3

dx4

£X D

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
8): 4

1,50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
kelola (8): 10%

0,15

Penjumlahan 8 + P+ H

1,85

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6

0,19
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' Kriteria/Indikator sB | B [cB[ kB [ 1B Keterangan
3 : : ; 1 2 | 3 L i et
Penerapan Fungsi Audit Ektern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akunt:
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional =
akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|lcx3ldx4|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 - o o -
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanvaan 1.00
(8): 1 !
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata 0.50
Kelola (8): 50% .
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR BPR menunjuk KAP vang terdaftar di OJK dan telah melalu
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetijuan v
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management BPR telah melaporkan hasil andit KAP dan Management Let
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|lcx3|dx4|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 ” g o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.00
8): 2 ?
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.40
Kelola (8): 40% i
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4) [Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan |
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. ¥
5)  |Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang ling
lingkup audit scbagaimana diatur dalam ketentuan|
Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2lcx3|dx4|ex5]|
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 o 5 b b
Total nilai untuk seluruh 8kala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.00
(S): 2 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tatal 0.10
Kelola (S): 10% tH
Penjumlahan 8 + P+ H 1,00
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 0.03
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Kelola (8): 50%

R : _Skala Penerapan | _
Kriteria/Indikator sB | B | cB [ KB [ TB_ Keterangan
S e e i i L2 s = Dl
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
Pengendalian Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1} |BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif vang
bertanggung  jawab  terhadap  penerapan  fungsi
Manajemen Risiko.
2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3}  |BPFE memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produd
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2|ex3|dx4|ex5]|
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan o o " 5 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4]
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
0,00
(8): 3
Dikali dengan bobol Struktur dan Infrastruktur Tata 66
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B,

Pengendalian Intern

Manajemen Risiko termasuk Sistem

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Direksi :

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

5)

Dewan Komisaris :

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen
Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

¢. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi
vang berkaitan dengan transaksi vang memerlukan
persetijuan Dewan Komisaris.

6)

BPR  melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh
faktor Risiko vang bersifat material.

7)

BFR  menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.,

8)

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko
vang diwajibkan sesuai ketentnan Otoritas Jasa
Keuangan.

9

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem informasi manajemen yang mampu menvediakan
data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10)

Direksi telah melakukan pengembangan  budaval
manajemen risiko pada selurub jenjang organisasi dan
peningkatan  kompetensi SDM  antara  lain  melalui
pelatihan  dan/atau  sosialisasi  mengenal manajemen
risiko.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl

bx?2

cx3

dx4

e x5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penera pan

Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
B): 7

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola [H)

11)

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain
(ika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Kenangan,

12)

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang
dilaperkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan axl

bx2

Cx 3

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

0

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyvaan
8) 2

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 10%

0,00

Penjumlahan S + P+ H

0,00

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8

0,00
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Keterangan

9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPE termasuk
pemberian kredit. kepada pihak terkait, debitur grup,
danfatau  debitur  besar, berikit  monitoring dan
penyelesajan masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

BPR telah memilild SPO Kredit yang didalamnya mengatur
kebijakan, sistem dan prosedur tertulis

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx 2

cxd

d x4

exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan
(8): 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (3): 50%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2}

BFR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistemn dan prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

BPR secara berkala telah melakukan evaluasi dan
mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atan pemberian kredit besar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPE dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.

BPR telah mencrapkan prinsip kehati-hatian dengan
melakukan review pada saat komite kredit terhadap
pemberian kredit kepada pihak terkait maupun pemberian
kredit besar

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx4

exXa

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

4]

0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 2

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata
Kelala (8): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola {H)

1)

Laporan pemberian kredit olehh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yvang melanggar dan/atau
melampaui BMPK  telah  disampaikan secara berkala
kepada Otoritas .Jasa Keuangan secara benar dan tepat
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan BMPK telah disampaikan BPR setiap bulan
melahi aplikasi Apolo

5)

BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai
dengan ketentuan OJEK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3d

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 2

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 10%

0,10

Penjumlahan 8 + P+ H

1,40

Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9

0,11
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10 |Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan| disetujui oleh Dewan Komisaris sesuaj dengan visi dan
misi BPR. misi BPR

2} |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis Rencana bisnis BPR memiliki rencana strategis jangka
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk panjang tahunan
rencana penvelesaian permasalahan BPR yang signifikan v
dengan  cakupan sesuai  ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

3) |Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnva oleh pemegang
pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan saham
dari infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya v
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|ex3|dx4|exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 3 4 6 5 B

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5]
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan ,
iy : 1,67
8y 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.83

Kelola (8): 50% 5

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)  |Rencana bisnis BPR disusun dengan niem pertimbangkan Rencana bisnis BPR disusun dengan herpedoman pada
paling sedikit: kelangsungan usaha BPR vang schat dan menerapkan
a. faktor eksternal dan internal vang dapat prinsip kehati-hatian
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; .

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan
€. penerapan manajemen risiko.

5) |Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR. v pelaksanaan rencana bisnis BPR setiap tahun
Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan axlibx2lex3|ldxd|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

] 4 0 [£] 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan ;
2,00
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata 688
Kelola (3): 40% ’

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6} |Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai| disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan ; 5 & o &

Total nilai untuk sehuuh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

) 1 1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata a.ia
Kelola (8): 10% *

Penjumlahan 8 + P+ H 1,73
';‘gtai Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 0,13
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pelaporan internal

je i kondisl } gan dan non ki

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Tersedianya  sistem pelaporan  keuangan dan  non
keuangan yang didukung oleh sistem  informasi
manajemen vang memadai sesuai ketentuan termasiuk
sumber  daya manusia  vang kompeten  untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh,

Core Banking System BPR dan sumber daya manusianya
telah kompeten menghasilkan laporan vang lengkap,
akurat, kini dan utuh

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

ex3

d x4

cxa

Hasil perkalian nuntuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyvaan
8): 1

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BFR  menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus  dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Laporan keuangan publikasi telah sesuai dengan format
dan ketentnan OJK

3

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keunangan,
opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi
dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR membuat laporan tahunan sesuai dengan ketentuan
OJK

4

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persvaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan atau penggunaaan data nasabah BPFR
sesuai dengan ketentuan OJK

BFR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,
jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

ex3

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

-

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

1,75

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0,70

C. Hasll Penerapan Tata Kelola [H)

6)

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani  paling sedikit oleh 1 [satu] anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atan dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi selaly
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
OJK

Laporan penanganan pengaduan  dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan  penyelesaian  pengaduan disampaikan
sesual ketentuan secara tepat wakt,

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan telah di akomodasi oleh aplikasi dari OJK (31
PEDULI)

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 2

2,00

Dikali dengan bohot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,20

Penjumlahan 8 + P+ H

1,90

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor

11

0,14




Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

e it i L=k i Penilaian Process (P) B ~ Penilaian Outcome (H)
umlah Pertanyaan 3 — T ; £ e I § i
Faktor Tata Kelola Nilai Structure () Jumiah | Bobot Nilai Process (P) tumlah | Bobot Nilai Outcome (H) Jumiah | Bobot | fumiah MiaiSPO -~
i per Faktor aktor
P N 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%
8 5 | & 0 0 0 0 6 0 5 3 0 0 0 8 0 3 1 1 0 0 5 0 0 20%
Nilai Awal 6 0 0 0 0 6 0 5 6 0 0 0 11 0 3 2 E] 0 0 8 0 0 0
Rata-rata 1,00 1,38 0,55 1,60 [SEIsT 1,21 0,24
8 1 5 1 1 0 2 9 0 7 0 0 1 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 15,00%
Nilai Awal 5 2 3 0 10 20 0 7 0 0 4 0 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata-rata 2,22 1,38 0,55 1,00 0,10 1,76 0,26
i B R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata-rata 0,00 0,00 0,00 000 | 0,00 0,00 0,00
i 1[I 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10,00%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata 2,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,20
] 3 4 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 10,00%
Nilai Awal 4 2 0 0 0 0 0 | 10] o 0 0 10 0 1 2 3 0 0 0 0 0
Rata-rata 2,00 0,80 2,00 0,20 1,60 0,16
i i a 4 | a 0 0 1 0 5 0 0 El 1 0 0 4 0 2 2 0 0 0 4 0 0 10,00%
Nilai Awal 4 0 0 4 0 f 0 0 6 3 0 0 9 [ 2 4 0 0 0 3 0 0 0
Rata-rata 1,60 2,25 0,90 1,50 | 015 1,85 0,19
! 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2,50%
Nilai Awal 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata 1,00 1,00 0,40 1,00 0,10 1,00 0,03
7 Zz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10%
Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [{] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata-rata 0,00 0,00 000 | 0,00 0,00 0,00
| = 200 IR 0 0 0 0 1 0 0 2 [ 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 7,50%
Nilai Awal 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Rata-rata 1,00 2,00 0,80 1,00 1,40 0,11
2 1 1 2 0 0 0 3 0 0 2 0 o | o 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7,50%
Nilai Awal 1 4 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata-rata 1,67 2,00 0,30 1,00 0,10 1,73 0,13
1
! 4 [ o 1 0 0 o 1 0 1 3 0 0 0 4 ] 0 2 0 0 5 2 0 0 7,50%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Rata-rata 2,00 1,75 0,70 200 | @20 | 1,90 i 08
Nilai Komposit 1,45
Predikat Komposit Cukup Baik
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TABEL 1

JADWAL RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020
PT. BPR SANGGABUANA AGUNG

NO RAPAT TANGGAL PEMBAHASAN
1 RAPAT DEWAN 25 JUNI 2020 1. PERKEMBANGAN KREDIT DAN PENANGANAN COVID-19.
KOMISARIS KE-1 2. REVISI REALISASI RENCANA BISNIS BPR SEMESTER Il TAHUN 2020.
3. LAPORAN HASIL RENOVASI KANTOR.
4. PENGUNDURAN DIRI KOMISARIS UTAMA DAN PENINGKATAN MODAL
DASAR SERTA DENDA OJK.
5. PEJABAT EKSEKUTIF DAN STAF YANG MASIH KOSONG DI BPR.
6. LAPORAN DEWAN KOMISARIS SEMESTER | TAHUN 2020.
2 RAPAT DEWAN 19 OKTOBER 2020 |1. PERKEMBANGAN BPR TRIWULAN KE-IIl PADA UMUMNYA.
KOMISARIS KE-2 2. RENCANA RUPS DAN REKOMENDASIAP/KAP
3. RENCANA PELATIHAN INTERNAL BPR.
3 RAPAT DEWAN 25 NOVEMBER 2020 |1. PERKEMBANGAN BPR PADA UMUMNYA.
KOMISARIS KE-3 2. PEMBAHASAN RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2021.
3. RENCANA PELATIHAN INTERNAL BPR.
4 RAPAT DEWAN 17 DESEMBER 2020 |1. PERKEMBANGAN BPR PADA UMUMNYA.
KOMISARIS KE-4 2. PEMBAHASAN RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2021.
3. RENCANA PELATIHAN INTERNAL BPR.
4. PEMBAHASAN PELAKSANAAN APU-PPT.
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